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PUTUSAN
Nomor 3550/Pdt.G/2024/PA.Dpk
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan
putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:
PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Garut, 03 Juli 1987, agama Islam,
pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan
Tingkat Atas, tempat kediaman di XXX XXXXXXX, XXX XX,
XXXXXXXX XXXXXXXX,  XXXXXXXXX  XXXXXXXXX, XXXX XXXXX, XXXX
xxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Irwan, S.H.,
Sanusi, S.H., Saipul Anwar, S.H., Abdul Gopur, S.H. dan Lutfi
Zakaria Mubarok, S.H. Advokat-advokat dari Kantor Hukum |
R S A & REKAN. Beralamat di JI. Katim Palasa, RT. 005, RW.
007, Kelurahan Kalimulya, Kecamatan Cilodong, XXxX XXXXX,
XXXX XXXXX. Telp: 0812-8620-6799, Email:
irwanmunin01@gmail.com. berdasarkan surat kuasa khusus
tanggal 21 November 2024, dan telah terdaftar pada
Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok nomor
1535/RSK/3550/2024/PA.Dpk tanggal 02 desember 2024
sebagai Penggugat;
melawan
TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 26 Juni 1984, agama Islam,
pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan
Tingkat Atas, tempat kediaman di XXX XXXXXXX XXX XX,
XXXXXXXX  XXXXRKKK  XXXXXXKK,  XXXXXXXXX  XXXXXXXXX,  XXXX

XXXXX, XXXX XXXXX Sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
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Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi
dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka
sidang;

DUDUK PERKARA
Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 28 November
2024 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 3550/Pdt.G/2024/PA.Dpk,
tanggal 02 Desember 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:
1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang
sah yang menikah pada tanggal 29 Desember 2012 sebagaimana tertera
dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh
Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan
XXXXXXXX , XXXX XXXXX, tertanggal 31 Desember 2012;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat
Tinggal di kediaman bersama di KOTA DEPOK, JAWA BARAT;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana
layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan dari pernikahan tersebut
Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak/keturunan laki-laki
yang masing-masing bernama :
. ANAK I, lahir Depok, 16 Juli 2013;
. ANAK I, lahir Depok, 15 Februari 2021;
. ANAK I, lahir Depok, 01 November 2022;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan
harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik. Akan
tetapi sejak bulan Desember 2020 Penggugat dan Tergugat sering terjadi
perselisihan, yang disebabkan :
4.1. Tergugat memiliki sifat egois dalam hubungan rumah
tangga dengan Penggugat;
4.2. Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat contohnya
seperti memukul, sehingga hal tersebut menimbulkan rasa trauma
yang mendalam pada diri Penggugat;

4.3. Tergugat seringkali berkata-kata kasar kepada Penggugat;
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4.4, Tergugat sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai
seorang suami dan kepala rumah tangga;
4.5, Komunikasi antara penggugat dan Tergugat sudah kurang
baik dalam hal urusan rumah tangga;
4.6. Penggugat merasa sudah tidak nyaman dan tidak cocok
lagi melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Tergugat;
5. Bahwa puncak dari perselihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi
pada bulan Maret 2024, yang disebabkan Penggugat merasa sudah tidak
nyaman dan tidak cocok lagi kepada Tergugat, sehingga sejak saat itu
antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan sudah tidak
melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri sampai sekarang
6. Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan Penggugat
dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun
upaya tersebut tidak membuahkan hasil
7. Bahwa selain mengajukan gugatan perceraian, Penggugat juga
menginginkan hak asuh anak (hadhanah) yang masing-masing bernama:
] ANAK I, lahir Depok, 16 Juli 2013;
. ANAK I, lahir Depok, 15 Februari 2021;
. ANAK lI, lahir Depok, 01 November 2022;
dengan alasan-alasan sebagai berikut :
a) Bahwa terhadap anak-anak yang bernama :
o ANAK I, lahir Depok, 16 Juli 2013;
. ANAK I, lahir Depok, 15 Februari 2021;
o ANAK I, lahir Depok, 01 November 2022;
Masih dibawah umur, sehingga menurut Undang-undang Hak
Asuh Anak tersebut berada pada Penggugat selaku Ibu
Kandungnya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 105
Kompilasi Hukum Islam;
b) Saat ini ketiga anak tersebut di asuh dan dirawat dengan baik
oleh Penggugat;
c) Secara psikis anak-anak tersebut lebih dekat dengan Penggugat

selaku Ibu Kandungnya;
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d) Kondisi Penggugat saat ini dalam keadaan sehat baik jasmani
maupun rohani;
8. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah
memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f
PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara
ini.
Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan
Agama Depok untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, yang
selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT)
Terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan  Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah
(pemeliharaan) atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :
. ANAK 1, lahir Depok, 16 Juli 2013;
. ANAK I, lahir Depok, 15 Februari 2021;
. ANAK IlI, lahir Depok, 01 November 2022;
Diberikan kepada Penggugat selaku Ibu Kandungnya;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang
berlaku;
Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok berpendapat lain,
mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);
Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat
didampingi Kuasanya datang menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat
tidak datang menghadap, tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau
kuasanya, meskipun telah 2 (dua) kali dipanggil secara resmi dan patut
sebagaimana ternyata dalam relaas panggilan tanggal 04 Desember 2024 dan
tanggal 12 Desember 2024 serta tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan
oleh halangan yang sah;
Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan usaha
perdamaian tidak dapat dilakukan dan oleh karena itu pula mediasi pun tidak
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dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim telah memberikan nasehat
secukupnya kepada Penggugat agar dapat bersabar dan mengurungkan
niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat teguh pada
pendiriannya untuk melanjutkan perkara ini;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan pada pembacaan
gugatan Penggugat, terhadap isinya Penggugat menyatakan tetap dengan
gugatannya tanpa ada perubahan maupun penambahan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-daliinya, Pemohon telah mengajukan
bukti berupa:
A.

Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx atas nama TERGUGAT
dengan PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama
XXXXXXXX , Provinsi xxxx xxxxx, Tanggal 31 Desember 2012. Bukti surat
tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya
yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen dengan meterai cukup,
kemudian diberi kode bukti (P.1);

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxx atas nama kepala keluarga
TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan
Pencatatan Sipil xxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis
Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah
dinazegelen dengn meterai cukup, kemudian diberi kode bukti (P.2);

B.
Saksi:

1. SAKSI 1 umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan XXXxXx XXXXXX
xxxxX, tempat kediaman di KOTA JAKARTA TIMUR di bawah
sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi

adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami

isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat

tinggal di kediaman bersama di XXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXX
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XXXXXXXXX, XXXX XXXXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang

anak yang bernama ANAK |, ANAK I, dan ANAK llIl;
- Bahwa anak yang pertama, yang besar bersama Tergugat,

sedangkan anak yang ke dua dan ketiga bersama Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada

awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah
tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi

perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat

sudah terjadi sejak tahun 2020;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan

Tergugat karena Tergugat bersikap egois, Tergugat sering berkata-
kata kasar kepada Penggugat, bahkan Tergugat terkadang

memukul Penggugat juga;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat/mendengar

sendiri, peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan

Tergugat tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal

sejak bulan April 2024 sampai sekarang sudah berjalan 8

(delapan) bulan lebih;
- Bahwa vyang meninggalkan kediaman bersama adalah

Penggugat, Penggugat pergi ke rumah adiknya dan sekarang

tinggal bersama adiknya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak

pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat masih memberikan

nafkah atau tidak kepada Penggugat;
- Bahwa setelah berpisah Penggugt dan Tergugat Belum pernah

dirukunkan lagi;

- Bahwa anak pertama yang bersar bersama Tergugat;

- Bahwa saksi tahu, Tergugat bekerja;

- Bahwa selama Tergugat bekerja, anaknya bersama neneknya
dari Tergugat;

- Bahwa yang memberi nafkah anak-anak adalah ibunya

(Penggugat) karena ibunya juga bekerja;
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- Bahwa selama ibunya bekerja, anaknya ada orang yang

menjaga,;
2, SAKSI 2 umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan XXXXXXXX

XXXXXX, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxxxxxx di bawah sumpahnya
memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena

saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami

isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat
tinggal di kediaman bersama di XXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXXX,

XXXX XXXXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang

anak yang bernama ANAK I, ANAK I, dan ANAK llI;
- Bahwa anak yang pertama, yang besar bersama Tergugat,

sedangkan anak yang ke dua dan ketiga bersama Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada

awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah
tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi

perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat

sudah terjadi sejak tahun 2020;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan

Tergugat karena Tergugat bersikap egois, Tergugat sering berkata-
kata kasar kepada Penggugat, bahkan Tergugat terkadang

memukul Penggugat juga;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat/mendengar

sendiri, peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan

Tergugat tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal

sejak bulan April 2024 sampai sekarang sudah berjalan 8

(delapan) bulan lebih;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah

Penggugat, Penggugat pergi ke rumah adiknya dan sekarang

tinggal bersama adiknya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak
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pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat masih memberikan

nafkah atau tidak kepada Penggugat;
- Bahwa setelah berpisah Penggugt dan Tergugat Belum pernah

dirukunkan lagi;

- Bahwa anak pertama yang bersar bersama Tergugat;

- Bahwa saksi tahu, Tergugat bekerja;

- Bahwa selama Tergugat bekerja, anaknya bersama neneknya
dari Tergugat;

- Bahwa yang memberi nafkah anak-anak adalah ibunya
(Penggugat) karena ibunya juga bekerja;

- Bahwa selama ibunya bekerja, anaknya ada orang yang

menjaga;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat

membenarkannya dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi atau

memberikan keterangan tambahan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti yang
akan diajukan;
Menimbang, bahwa Penggugat di dalam kesimpulannya pada pokoknya

menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat
dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa
Khusus Penggugat tertanggal 21 November 2024, dan telah terdaftar pada
Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok nomor 1535/RSK/3550/2024/PA.Dpk
tanggal 02 desember 2024 selanjutnya kuasa hukum Penggugat tersebut
melampirkan foto copy Kartu Advokat yang masih berlaku dari organisasi

advokat dan foto copy berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;
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Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan
keabsahan Advokat penerima kuasa maka majelis hakim perlu memaparkan
terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum
dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan
sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 123 HIR setiap orang yang
beperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau
wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-
pihak yang beperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang
sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang
dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran
Mahkamah Agung Rl Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung
RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada
dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa
untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas
dan kedudukan para pihak dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok
dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika
tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa di samping itu, surat kuasa harus memenuhi
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea
Meterai;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam
surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan
landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18
Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa di antara persyaratan yang harus dipenuhi untuk
bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam
Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang
menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib
bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di
sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;
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Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan
mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan
perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan
keabsahan advokat diatas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang
diberikan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian
sebagai berikut:

Surat kuasa khusus ini telah memenuhi syarat dan ketentuan
keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran
Mahkamah Agung Rl Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung
RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 3 dan pasal 5 Undang-undang Republik
Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai
Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah
disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum yang ada
dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang
Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim
berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Penggugat tersebut telah
memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum Penggugat telah
memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat, karenanya Kuasa Hukum
Penggugat berhak mewakili Penggugat untuk beracara secara profesional di
muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa
Penggugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 29 Desembber 2012
sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx dan rumah
tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu
Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian
sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan
Penggugat dan Tergugat beragama Islam, karena itu berdasarkan Pasal 40 dan
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Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang
memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat
berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Depok (vide bukti P.1), sesuai Pasal
73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini
merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Depok;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud pasal 82 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yang
mengamanatkan kepada Majelis untuk mendamaikan pihak-pihak yang
berperkara. Maka Majelis telah berupaya secara sungguh-sungguh
mendamaikan dan memberikan nasehat secukupnya kepada Penggugat agar
dapat bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat,
namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah 2 (dua) kali dipanggil, pemanggilan
tersebut telah dilaksanakan dengan sepatutnya sesuai ketentuan pasal 26
Peraturan Pemerintan Nomor 9 Tahun 1975, namun ia tidak hadir di
persidangan, tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan
ternyata bahwa ketidakhadirannya Tergugat tanpa alasan yang sah (default
without reason), oleh karena itu ia dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diadili
tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok dari dalil-dalil gugatan
Penggugat yaitu Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat
yang disebabkan karena sejak bulan Desember 2020 antara Penggugat dan
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Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan
Tergugat tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga
dan sejak bulan Maret 2024 antara Penggugat dan Tergugat telah hidup
berpisah dan selama itu pula sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap dan juga
tidak mengirim wakil atau kuasanya di persidangan, maka Tergugat tidak dapat
didengar jawabannya, pemeriksaan perkara berlangsung tanpa jawaban
Tergugat, oleh karena itu Tergugat dipandang tidak menjawab dan tidak dapat
membela kepentingannya;

Menimbang, bahwa dalam hal tidak menjawab tersebut dipersamakan
dengan tidak menyangkal dan sikap tidak menyangkal dipersamakan
pengakuannya dan sesuai pasal 125 ayat 1 HIR. Penggugat tidak lagi dibebani
wajib bukti, akan tetapi oleh karena perkara ini akan berakibat putusnya ikatan
perkawinan yang di dalam Islam dipandang sebagai sesuatu yang amat luhur
dan sakral serta karena alasan yang dikemukakan Penggugat mengindikasikan
adanya perselisihan dan pertengkaran, maka sebagaimana perintah pasal 22
ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 kepada Penggugat tetap
dibebankan pembuktian yaitu dengan menghadirkan pihak keluarga atau orang
terdekatnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat
telah mengajukan bukti-bukti di depan persidangan berupa bukti surat P.1 dan
P.2 serta bukti 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tertulis Penggugat tersebut,
Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 tersebut berupa fotokopi akta
autentik yang sesuai dengan aslinya, telah bermeterai dan dinazegelen serta
telah memenuhi ketentuan pasal 165 HIR dan pasal 2 ayat (3) Undang-undang
Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, oleh karena itu dinilai telah
memenuhi syarat formil pembuktian dengan tulisan sehingga dapat diterima
dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan Penggugat adalah fotokopi
dari akta autentik perihal Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat
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yang berwenang untuk itu, karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang
sempurna dan mengikat. Bukti tersebut merupakan probationis causa terhadap
peristiva perkawinan Penggugat dan Tergugat [Pasal 7 ayat (1) Kompilasi
Hukum Islam]. Berdasarkan bukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa
hubungan hukum (rechts betrekking) antara Penggugat dan Tergugat adalah
suami istri sah yang menikah pada tanggal 29 Desember 2012 dan tercatat di
Kantor Urusan Agama KUA XXXXXXXX Provinsi xxxx xxxxx;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 merupakan akta autentik perihal
identitas kependudukan (Kartu Keluarga) yang dikeluarkan oleh pejabat yang
berwenang untuk itu sebagai bukti diri Penggugat (vide Pasal 1 angka 15
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan).
Berdasarkan bukti tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat adalah
pihak principal (natuurlijke person) yang memiliki kewenangan dan kepentingan
hukum langsung dengan pokok perkara (legitima persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa terhadap kedua saksi Penggugat tersebut, Majelis
Hakim akan menilai dan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut adalah
bukan orang dibawah umur 18 tahun dan bukan orang yang sedang terganggu
ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, maka sesuai
dengan pasal 145 ayat (1) point 4 dan 5 HIR dan pasal 147 HIR, Majelis Hakim
berpendapat kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan yang pada
pokoknya sebagaimana tertuang dalam duduk perkara di atas, mutatis
mutandis dianggap terulang dan tertulis kembali dalam pertimbangan hukum
putusan a quo;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat adalah orang-orang yang
diperbolehkan atau tidak dilarang untuk menjadi saksi, keterangan saksi-saksi
tersebut saling bersesuaian satu sama lain serta sejalan pula dengan gugatan
Penggugat perihal pertengakaran dan perpisahan tempat tinggal antara
Penggugat dan Tergugat, dengan demikian kedua saksi tersebut telah
memenuhi ketentuan materil pembuktian dengan saksi sebagaimana diatur
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dalam Pasal 171 HIR., oleh karena itu keterangan mereka dapat

dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan Penggugat dan bukti-
bukti yang diajukan Penggugat serta dari fakta-fakta di persidangan diperoleh
fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah,
menikah pada tanggal 29 Desember 2012 dan dicatat oleh Pegawai

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KUA XXXXXXXX , Provinsi Xxxx XXxxx;

- bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal
sejak bulan Maret 2024 yang lalu;

- bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal
karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga

Penggugat dan Tergugat;

- bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan
karena Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang kepala
rumah tangga dan melakukan Kekerasan dalam rumah tangga kepada

Penggugat;

- bahwa sejak perpisahan tempat tinggal tersebut Penggugat dan
Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi dan antara mereka sudah tidak
saling peduli lagi sehingga hubungan keduanya tidak kondusif;

- bahwa Penggugat di dalam kesimpulannya menyatakan tetap ingin

bercerai dengan Tergugat;

- bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat yang ke dua dan ke tiga
dalam pengasuhan Penggugat dengan baik, sedangkan anak yang pertama
berada dalam pengasuhan Tergugat;

- bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan untuk membela
kepentingannya;
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Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum tersebut diatas secara
eksplisit menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat Tergugat telah tidak
berjalan dengan rukun dan harmonis hingga keduanya telah berpisah tempat
tinggal sejak bulan Maret 2024 yang lalu;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah
tangga yang bahagia dan kekal yang dilandasi dengan cinta dan kasih sayang
sesuai ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3
Kompilasi Hukum Islam juga sebagaimana tersirat dalam al-Qur'an surat ar-
Rum ayat 21 yang berbunyi

PRI L?SDJI uml lo3 &30 15 Dul IR
USJS.E.U D‘oﬂg.n.] ﬂ -JJ M) u\.9 ul Dd.oﬂ?_)_g o.)_9.o pS.nDu J.§53

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan
untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa
tenteram, dan Allah telah dijadikan diantaramu rasa kasih dan sayang.
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi
kaum yang berfikir";
dan ternyata tujuan perkawinan tersebut tidak lagi dapat terwujud dalam rumah
tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 33 Undang-undang Nomor 1
Tahun 1974 jo pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, suami istri wajib saling
cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan
bathin yang kepada yang lain, namun dengan melihat rumah tangga Penggugat
dan Tergugat dan fakta hukum dimana keduanya sering bertengkar dan telah
berpisah tempat tinggal, maka hak dan kewajiban suami istri tersebut tidak
mungkin lagi terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pertimbangan lain dari Majelis Hakim adalah
Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354.K/Pdt/2000 tanggal 8
September 2003 yang diambil alih oleh Majelis Hakim dalam pertimbangannya
yang menyatakan “suami isteri yang telah pisah rumah dan tidak saling
memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran

sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga”;
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Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas
dan fakta hukum yang ditemui di persidangan di mana Penggugat sudah
mempunyai keinginan yang kuat untuk bercerai, maka terbukti rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat telah pecah (broken marriage) dan tidak ada
harapan lagi untuk hidup dengan rukun dan damai sebagai suami istri,
sehingga melanjutkan rumah tangga yang seperti ini akan menimbulkan
mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya, sebagaimana maksud dari
kaidah fighiyyah yaitu;

dlmall s 8o I8l auwlaall £55
Artinya: “Menolak kemafsadatan didahulukan daripada menarik kemaslahatan’;

Menimbang, bahwa melanjutkan hubungan perkawinan dalam rumah
tangga yang sudah pecah (broken marriage) akan menimbulkan penderitaan
berkepanjangan kepada kedua belah pihak karena hati masing-masing pihak
tidak lagi bersatu dan selalu berseberangan, oleh sebab itu perceraian adalah
jalan terbaik untuk mengakhiri penderitaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan
hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Penggugat
untuk bercerai dengan Tergugat secara formal yuridis telah beralasan hukum
sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karena itu
gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang diputuskan terhadap
Penggugat dan Tergugat adalah perceraian yang diputuskan oleh Pengadilan,
maka perceraian tersebut termasuk kedalam talak bain sughraa sesuai
maksud pasal 119 ayat (2) huruf ¢ Kompilasi Hukum Islam beserta
penjelasannya;

Menimbang, bahwa terhadap jenis talak bain sughraa yang diputuskan
kepada Penggugat dan Tergugat, maka sesuai maksud pasal 119 ayat (1)
Kompilasi Hukum Islam, antara Penggugat dan Tergugat tidak diperbolehkan
rujuk tapi boleh menikah lagi dengan akad nikah baru meskipun masih dalam

masa iddah;
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Menimbang, bahwa terhadap perceraian dengan jenis talak satu bain
sughraa, ditetapkan masa tunggu atau iddah bagi Penggugat selama
sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak putusan
mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana maksud pasal 11 ayat (1) dan
ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39
PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ayat (1) huruf b jo. pasal 153 ayat
(2) huruf b dan pasal 153 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat tentang hak asuh
ketiga anaknya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat
dan Tergugat dikaruniai 3 (Tiga) orang anak masing-masing Bernama:

1. ANAK I, lahir Depok, 16 Juli 2013;
2. ANAK I, lahir Depok, 15 Februari 2021,
3. ANAK III, lahir Depok, 01 November 2022;

Menimbang, bahwa Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang
Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undangnomor 16 tahun
2019 pada prinsipnya mengatur bahwa, anak-anak yang orangtuanya telah
bercerai harus tetap mendapatkan kasih sayang, pendidikan dan materi dari
kedua orangtuanya.

Menimbang, bahwa terkait hak asuh anak dalam perceraian disebutkan
dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975.
Putusan ini menjelaskan, dalam penentuan pemberian hak asuh anak dalam
perceraian haruslah mengutamakan ibu kandung. Terlebih lagi untuk hak asuh
anak yang masih di bawah umur atau 12 tahun kebawah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam
persidangan terbukti Penggugat dengan anak-anaknya tersebut sama-sama
beragama Islam, dan anak ke dua dan ke tiga tersebut dalam asuhan Tergugat
dengan orang tua Tergugat sementara Tergugat sebagai ayahnya harus tetap
menanggung kebutuhannya;

Menimbang, bahwa layaknya seorang anak, dipelihara dan diasuh oleh
kedua orang tuanya, namun jika kedua orang tuanya terjadi perceraian maka
sebagaimana ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa”
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Dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau
belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”;

Menimbang, bahwa selama ini anak yang bernama ANAK I, lahir Depok,
16 Juli 2013, ANAK II, lahir Depok, 15 Februari 2021 dan ANAK Ill, lahir
Depok, 01 November 2022, telah hidup bersama dan dalam asuhan Penggugat
dan orang tua Penggugat dengan demikian secara psikologis anak tersebut
sangat dekat dengan Penggugat selaku ibu kandungnya, maka demi untuk
mengutamakan kepentingan anak tersebut Majelis Hakim menetapkan hak
asuh anak Penggugat dan tergugat tersebut tetap berada pada Penggugat
sampai anak tersebut mumayyiz atau berumur 12 tahun dengan tetap
memberikan akses kepada Tergugat selaku Ayah kandungnya untuk bertemu
dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut, dan apabila Penggugat
tidak memberikan akses atau menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu dan
memberikan kasih sayang kepada anak tersebut, maka dapat menjadi alasan
Tergugat untuk mengajukan gugatan hak asuh anak tersebut ke Pengadilan ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan,
maka sesuai pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan
kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan
Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya
sebagaimana tertera di dalam diktum putusan ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan serta dalil syar’iyah

lainnya yang bertalian dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut

untuk menghaddap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan Verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT)
Terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

4, Menetapkan anak yang bernama ANAK I, lahir Depok, 16 Juli
2013, ANAK Il lahir Depok, 15 Februari 2021 dan ANAK lll, lahir Depok,
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01 November 2022, berada dalam asuhan (hadhanah) Penggugat

(TERGUGAT) sampai anak-anak tersebut mumayyiz atau berusia 12

Tahun dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat selaku ayahnya

untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak-anak

tersebut;

5. Membebankan kepada Penggugat uuntuk membayar biaya

perkara sejumlah Rp.245.000,00 (Dua ratus empat puluh lima ribu

rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim
pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan
tanggal 29 Djumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. Samsudin, S.H, M.H.
sebagai Ketua Majelis, Dra. Detwati, M.H. dan Maryam, S.Ag., M.H. masing-
masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum secara elektronik dan diunggah pada Sistem Informasi
Pengadilan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi
oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Udin Ramdan, S.H. sebagai Panitera
Pengganti serta dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Penggugat tanpa
hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota | Ketua Majelis
Dra. Detwati, M.H. Drs. Samsudin, S.H., M.H.
Hakim Anggota Il

Maryam, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Udin Ramdan, S.H.
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Perincian Biaya:
. Pendaftaran : Rp.  30.000,00
. Proses : Rp. 100.000,00
. Panggilan : Rp.  75.000,00
. PNBP Panggilan : Rp.  20.000,00
. Redaksi : Rp.  10.000,00
. Meterai : Rp. 10.000,00

Jumlah Rp.  245.000,00

(Dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).

o O~ WDN P
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